MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.77/MEN/KU.611/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN/ATAU BENDAHARA PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja,
Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara
Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada
setiap Satuan Kerja;

b. bahwa dalam rangka kelancaran administrasi
pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Menteri mendelegasikan kewenangan pengangkatan
Bendahara  Penerimaan dan/atau  Bendahara
Pengeluaran kepada Kepala Satuan Kerja.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri tentang
Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara
Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tah{ln 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembarah Negara Republik



. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/
2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.05/2018  Tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/
2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 nomor 1736);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN/ATAU BENDAHARA PENGELUARAN.

Menetapkan  Pendelegasian Kewenangan  Menteri
Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Satuan Kerja
untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau
Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pendelegasian ini tidak terikat periode Tahun Anggaran,

Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara

" Pengeluaran dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan

dari jabatannya/berhalangan sementara, Kepala Satuan
Kerja menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara
Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diktum KESATU Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengangkatan
Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran secara berkala kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2019
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